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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 800/¢4;. /BKD/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menciptakan kualitas
pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif
dan efisien pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Banjarnegara, perlu menyusun Standar
Pelayanan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapakan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik ;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 265;

11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Banjarnegara;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Standar Pelayanan pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA :  KESATU digunakan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara
pada tanggal : 3 Juli 2023

Plh. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIS

ARIF SUHANDA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Bupati Banjarnegara;

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara;
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17

STANDAR PELAYANAN PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN I, II DAN III FORMASI
UMUM

18

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PRAJABATAN FORMASI TENAGA HONORER

19

STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN TUNJANGAN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

20

STANDAR PELAYANAN PEMROSESAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN
PNS

21

STANDAR PELAYANAN PEMROSESAN SURAT KEPUTUSAN MUTASI
PNS

22

STANDAR PELAYANAN PEMROSESAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN JABATAN STRUKTURAL (ADMINISTRATOR DAN
PENGAWAS)

23

STANDAR PELAYANAN PEMROSESAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN PNS SEBAGAI PLT DAN PLH

24

STANDAR PELAYANAN PEMROSESAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

25

STANDAR PELAYANAN IJIN PENGGUNAAN GELAR

26

STANDAR PELAYANAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU

27

STANDAR PELAYANAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS

28

STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN CPNS

29

STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS

30

STANDAR PELAYANAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL TERTENTU

31

STANDAR PELAYANAN USULAN PENINJAUAN MASA KERJA

32

STANDAR PELAYANAN FASILITAS SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

33

STANDAR PELAYANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS BAGI PNS
YANG ATASAN PEJABAT PENILAINYA SEKRETARIS DAERAH

34

STANDAR PELAYANAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS BAGI PNS
YANG PEJABAT PENILAINYA SEKDA DAN BUPATI

35

STANDAR PELAYANAN PEMROSESAN PENANGANAN PELANGGARAN
DISIPLIN PNS




36

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IZIN/PENOLAKAN
PERCERAIAN DAN SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PERCERAIAN

37

STANDAR PELAYANAN PROSES PENANGANAN DAFTAR
HADIR/ABSENSI PNS/CPNS/PTT/THL

38

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN CUTI PNS/PTT

39

STANDAR PELAYANAN PEMROSESAN CUTI TAHUNAN

40

STANDAR PELAYANAN USULAN CUTI SAKIT, BERSALIN, ALASAN
PENTING, BESAR DAN DILUAR TANGGUNGAN NEGARA

41

STANDAR PELAYANAN USULAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA

42

STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA KARYA SATYA

43

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN
KENAIKAN GAJI BERKALA (SPTKGB)

44

STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN REKOMENDASI
PENGAMBILAN TABUNGAN PERUMAHAN (TAPERUM) PNS

45

STANDAR PELAYANAN USULAN PEMBUATAN KARPEG

46

STANDAR PELAYANAN USULAN PENGURUSAN KARTU ISTRI (KARIS)

47

STANDAR PELAYANAN USULAN PENGURUSAN KARTU SUAMI
(KARSU)

48

STANDAR PELAYANAN PEMROSESAN PENGAMBILAN SUMPAH
JANJI PNS

Plh. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIS

ARIF SUHANDA




